BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR /& TAHUN 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN

‘nimbang

ngingat

KABUPATEN MALANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37
Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Pendidikan, maka perlu membentuk Peraturan

Bupati tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada
Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Berita Négara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Sumi)&ya dan Daerah Tingkat Il Surabaya dengan
Mengubah Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730); .

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



10.

11.

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembm Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Repub!il'c Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomcr 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan ~Perundang-undangan (lLembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Dcerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016
Nomor 1 Seri C);

Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2016 Nomor 21 Seri C);
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MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN

PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
MALANG.

BAE |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kalbupaten Malang.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.

2.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang,
4,

10.

11.

12.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Malang.

. Satuan Pendidikan Formal adalah unsur pelaksanaan tugas

teknis operasional dan/atzu kegiatan teknis penunjang Dinas.

. Kepala Sekolah adalah Kepala Satuan Pendidikan Formal.
. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran

serta masyarakat dalamn rangka meningkatkan mutu,
pemerintahan dan efisiensi pengelolaan pendidikan pada satuan
pendidikan.

. Pelaksana Urusan adalah guru atau Pegawai Aparatur Sipil

Negara yang bertugas sebagai pembantu pelaksanaan tugas
Kepala Satuan P?ndidikan sesuai dengan bidang tugas yang
mengacu pada struktur organisasi sekolah pada satuan
pendidikan.

.Guru adalah jabatan fungsional yang mempunyal tugas

melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Pendidikan,
Pendidikan Dasar adalah usaha sadar untuk menyiapkan
peserta didik melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan/atau
latihan bagi peranannya pada masa yang akan datang.

Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang
pendidikan paling dasar pendidikan formal di Indonesia yang
ditempuh dalam waktu 6 tahun.

Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP
adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan
pendidikan Sekolah Dasar.
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Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen

2017

di Kepanjen -
12 PRI o617

= 2017 Nomor /2 Seri



